
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 

NOMOR  23  TAHUN  2011 

  

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2  

TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  DAN SEKRETARIAT  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BATANG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BATANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

perlu dilakukan penyerasian dan rasionalisasi sturktur organisasi yang telah 

mencapai waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tentang 

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan; 

b. untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan 

berhasil guna sesuai dengan perkembangan serta untuk efektifitas dan 

efisiensi,  maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang  Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Batang dipandang perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2757 ); 

3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun   2004 tentang   Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 

Tingkat  II  Pekalongan  dan  Kabupaten  Daerah   Tingkat       II     

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4593) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi 

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, 

Nomor 1 Seri :   E No. : 1 );  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 2 Seri : D 

No. : 1 );  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 

dan 

BUPATI BATANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2 TAHUN 

2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BATANG. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 

2  Seri  D Nomor 1) diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 4, huruf d angka 

2 dan angka 3 dihapus, huruf b angka 1, huruf b angka 2, huruf b angka 4 

dan huruf c, huruf d angka 1 huruf d angka 4, ayat (2) diubah, dan diantara 

ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni 1a, 

sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 

a.  Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan, membawahkan : 

1. Bagian Tata Pemeritahan, terdiri dari : 

a) Subbagian Tata Pemeritahan Umum; 

b) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; 

c) Subbagian Pertanahan. 

2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari : 

a) Subbagian Tata Pemerintahan Desa; 

b) Subbagian Perangkat Desa; 

c) Subbagian Keuangan dan Kekayaan Desa. 

3. dihapus. 

4. Bagian Hukum, terdiri dari : 

a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan; 

b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, 

membawahkan : 

1. Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari : 

a) Subbagian Program; 

b) Subbagian Pengendalian; 

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 

a) Subbagian Keagamaan, Kependidikan dan Kebudayaan; 

b) Subbagian Kesehatan, Kepemudaan, dan Keolahragaan; 

c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat. 

3. Bagian Perekonomian, terdiri dari : 

a) Subbagian Perekonomian Daerah; 

b) Subbagian Produksi Daerah; 

c) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah. 

4. dihapus. 

d. Asisten Administrasi, membawahkan : 
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1. Bagian Organisasi, terdiri dari : 

a) Subbagian Kelembagaan; 

b) Subbagian Ketatalaksanaan; 

c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian. 

1a. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari : 

a) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; 

b) Subbagian Analisa dan Pengelolaan Informasi; 

c) Subbagian Protokol. 

2. dihapus. 

3. dihapus. 

4. Bagian Umum, terdiri dari : 

a) Subbagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi; 

b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; 

c) Subbagian Keuangan. 

e.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

2.  Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b,  huruf c, huruf d, dan ayat (2)  diubah, 

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :       

Pasal 13 

(1)   Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : 

a.  Sekretaris DPRD; 

b.  Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari : 

1. Subbagian Perencanaan Program; 

2. Subbagian Rapat dan Risalah; 

3. Subbagian Produk Hukum. 

c.   Bagian Umum, terdiri dari : 

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; 

3. Subbagian Keuangan. 

d.   Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 

1. Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat; 

2. Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan. 

e.   Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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3. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

4. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. 

 

Ditetapkan di Batang 

pada tanggal 27 Desember 2011 

BUPATI BATANG, 

ttd 

 

BAMBANG BINTORO 

Diundangkan di Batang 

pada tanggal 27 Desember 2011 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG 

Kepala Bappeda 

ttd 

 

SUHARYANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN  2011 NOMOR 23 

 

 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya,


